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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan keksesuaian hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam 

memutus perkara itsbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah 

terbitnya UUP khususnya pada penetapan itsbat nikah massal adalah semata-mata 

untuk kemaslahatan umat, untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga dari 

pemohon, melindungi kepentingan anak yang lahir kemudian dari pasangan 

tersebut.  

Kemudian seorang hakim mempunyai prinsip bahwa setiap perkara yang 

masuk dalam lingkungan Peradilan agama haruslah diterima, hakim bukan corong 

Undang-Undang, termasuk pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU 

No. 1 Tahun 1974. Untuk permasalahan dikabulkan atau tidak itu berdasarkan 

keputusan Majelis Hakim. Selain itu majelis hakim berpedoman pada Pasal 7 ayat 

(3e).  

1. Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo menyadari akan dampak yang 

terjadi apabila setiap perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo 

dikabulkan, utamanya perkara nikah sirri, diantaranya yaitu: banyaknya 

masyarakat yang meremehkan pentingnya pencatatan nikah dan 

pembuatan akta nikah karena mereka berfikir bahwa hal itu dapat 

dilakukan kapan saja. Selain itu juga akan semakin menjadi kebiasaan 

yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia akan aktifitas 

pernikahan sirri ini yang akhirnya akan mempersubur status pernikahan 
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ini. Selanjutnya solusi yang diberikan untuk  permasalahan ini yaitu 

dengan menyarankan kepada pihak-pihak terkait seperti DEPAG, KUA, 

PA, serta pemerintah pusat untuk selalu memberikan penyuluhan secara 

berkelanjutandan terpadu jika perlu menjadi agenda rutin mengenai 

pentingnya pencatatan nikah. Karena selama ini Majelis hakim 

mengamati bahwa penyuluhan yang dilakukan sangat minim dan 

cenderung spontanitas dan tidak terpadu. 

B. Saran 

kita sebaiknya berhati-hati dalam menyingkapi kehidupan sehari-hari . marilah 

kita mentaati peraturan undang-undang hukum yang ada di negara ini.  
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